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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
TAHUNAN TAHUN BUKU 2025



PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. 2

PELAKSANAAN RAPAT UMUM 
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 
TAHUN BUKU 2025

• HARI, TANGGAL : KAMIS, 7 MEI 2026

• PUKUL : 14.00 WIB - SELESAI

• TEMPAT  : ADHI TOWER, RUANG RAPAT LANTAI 16

     JL. MT. HARYONO KAV.27, JAKARTA TIMUR

KARYA ADHI:

STADION GBK & INDONESIA ARENA
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1 Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Melalui Surat Perseroan No. 135/SP-III/2026, tanggal 17 Maret 2026

2
Pengumuman kepada Publik melalui Web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), Website Bursa Efek Indonesia, Website Perseroan

Melalui Surat Perseroan No. 144/SP-III/2026, tanggal 31 Maret 2026

3
Pemanggilan kepada Publik melalui Web Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), Website Bursa Efek Indonesia, Website Perseroan

Melalui Surat Perseroan No. 157/SP-IV/2026, tanggal 15 April 2026

PENGUMUMAN & PEMANGGILAN
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NOTARIS

KANTOR NOTARIS

ASHOYA RATAM

BIRO ADMINISTRASI 
EFEK

PT DATINDO 
ENTRYCOM

KANTOR AKUNTAN 
PUBLIK

AMIR ABADI 
JUSUF, ARYANTO, 
MAWAR & REKAN

LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG
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1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas 

Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

(“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit 

et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan 

Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025

2. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 

2025 bagi Pengurus Perseroan

3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan 

Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja 

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

7. Perubahan susunan pengurus Perseroan

AGENDA RUPST TB 2025
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LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan:

i. Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”);
ii. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta

Kerja, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang

Saham Perseroan (“RUPS”) dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS;

iii. Pasal 18, Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Nomor 18 tertanggal 14 Januari 2026, yang dibuat di hadapan

Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Kota Administrasi Jakarta Selatan, (“Anggaran Dasar Perseroan”); dan

iv. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 01”), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro

dan Usaha Kecil (PUMK) Tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai

standar akuntansi keuangan dan mendapat pengesahan dalam RUPS.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan 

Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 

2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi 

atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama 

Tahun Buku 2025

AGENDA 1
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LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan:

i. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;

ii. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan

iii. Pasal 11 ayat (14),  Pasal 14 ayat (24) dan Pasal 26 ayat (1)  Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas 

Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan

AGENDA 2
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Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan 

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

AGENDA 3

LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan:

i. Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2023 tentang BUMN; 

ii. Pasal 3 dan Pasal 5 POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam 

RUPS Tahunan ditetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan 

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;

iii. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; dan

iv. Pasal 22 ayat (2)  dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
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Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

AGENDA 4

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 6 POJK 30/2015:

i. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS Tahunan.

ii. Direksi wajib melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 

Umum, Perseroan telah melaksanakan kewajiban Pelaporan Realisasi atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT II) ADHI Tahun 2022.
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LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan:

i. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BUMN beserta 

perubahannya; dan

ii. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 G ayat (1) s.d (5) Undang Undang No 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Badan Usaha Milik Negara, Rencana 

Kerja Jangka Panjang dan Tahunan disusun oleh Direksi Perseroan untuk disampaikan dan dimintakan Persetujuan melalui RUPS.

iii. Perseroan bermaksud meminta persetujuan untuk mendelegasikan kewenangan dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris terkait Persetujuan 

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 termasuk dengan 

perubahannya

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS 

kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS

AGENDA 5
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LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan:

i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan 

Usaha Milik Negara “UU BUMN”, Pasal 2 ayat 3 Sebagai Berikut: “Negara Republik Indonesia memiliki saham 1 % pada BUMN yang merupakan saham 

SERI A Dwiwarna melalui Kepala BP BUMN.” sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan struktur saham PT ADHI 

KARYA (Persero) Tbk,

ii. Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tanggal 17 Desember 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Pasal 

5 sebagai Berikut: Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh penggunaan KBLI yang sudah ada pada masing-masing pengguna KBLI wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

AGENDA 6
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LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Perubahan susunan pengurus Perseroan

AGENDA 7



KARYA ADHI:

JEMBATAN PULAU BALANG



Disclaimer

www.adhi.co.id adhi@adhi.co.id

For further information please contact:

Important Notice
• This document was prepared only for the party with the purpose of  discussion. This document and its contents 

may only be reproduced, disclosed or used with the express written consent of  PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
• This document may contain statements that projected hopes and expectations in the future, which represents the 

Company's current circumstances with possible events in the future and financial planning. The projections are 
based on assumptions and available data at the time this data is created, containing risks and are subject to 
change at any time.

• PT Adhi Karya (Persero) Tbk. or connected parties will not be liable in any way for any consequences (including 
but not limited to any direct, indirect, or consequential losses)arising from or relating to any reliance on or use of  
the content of  this document.

Investor Relations:

Tiara Nursyani tiara@adhi.co.id

Nabilla Fardhiani

Bernardus Rikho

nabilla.nf@adhi.co.id

bernardus.rp@adhi.co.id
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